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KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 1640/ HK /416 - 050 /2021
TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Mengingat

p

erlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Rencana Kema

(Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022;

1.

Undang — undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

- Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme )
lembar Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
RI' Nomor 3851 ), Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47 );
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mojokerto:

Peraturan Oaerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 —2021

( Lembaran Da. rah Kabupatefi Mojokerto Tahun 201a Nomor 7 );



Menetapkan
KESATU
KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2022.
- Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud

pada diktum Kesatu adala Renja Sekretariat DPRD;

: Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB| PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB Il TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Ufaian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KELIMA Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal, 4 Nopember 2021

SEKRETARIS DPRD
KABURPAT N MOJOKERTO

" MARDIASIH, SH. MH.
NIP. 19671020198903100
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah- Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja
Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari
Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta
sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan
merupakan penjabaran per tahun dari RPIJMD yang berkesinambungan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat
memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang
No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja
tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang
berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini
kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan

melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. Amin

RENJA SEKRETARIATDPRD
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022
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BAB |

11 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat
Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya

lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai
kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visidan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

RENJA SEKRETARIAT
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persiapan penyusunan;

o o

penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian
Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah
digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangakat Daerah
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus

selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

|
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pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan

Pembangunan (Musrenbang).

Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi

dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun
2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 — 2025



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 — 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021
Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto.

Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ /416-
050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tahun 2021 — 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan

dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun
2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PAS) Tahun 2022.



14 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Seketariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya
dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB Il TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan
atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD

yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada
APBD tahun 2021. Disini terdapat program kegiatan yang sudah
dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-
2026.

BAB V PENUTUP
Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB Il
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat

DPRD pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan

kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD

Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan
pada tahun 2020 Per Semester Il Tahun 2020 adalah:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTRAN

Pencapaian kinerja prgram pelayanan admministrasi perkantoran adalah

terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalamm

menunjang kinerja Sewkretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara

keseluruhan

Kegiatan :

a)

b)

f)

Penyediaan jasa kmunikasi sumberdaya air dan listrik. Pencapaian
kinerja kegiatan kegiatan ini adalah 33,18%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan  kendaraan
dinas/oprasional. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar
44,18%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah
sebesar

89,95%

Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian kinerja
kegiatan ini adalah sebesar 97,42%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pencapaian kinerja
kegiatan ini adalah sebesar 37,23%

Penyediaan Makanan dan minuman. Pencapaian kinerja kegiatan ini
adalah sebesar 99,95%



g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 90%

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 99,98%

i) Penyediaan jasa tenaga kerja. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah
sebesar 96,31%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pencapaian kinerja prgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung
kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ oprasional, dan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor.
Kegiatan :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Pencapaian Kinerja
kegiatan ini adalah sebesar 100%.

b) Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung kantor. Pencapaian Kinerja
kegiatan ini adalah sebesar 97,90%.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ oprasional.
Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,03%

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor. Pencapaian
Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 59,66%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen ASN yang
mengikuti workshop sesua tupoksi.

Kegiatan :

Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD. Kinerja Kegiatan ini

adalah sebesar 93,99 %

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen

perencanaan, pelaporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun

sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan:

Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan kinerja tahunan. Kinerja

Kegiatan ini adalah sebesar 100 %



5. PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Pencapaian kinerja prgram ini adalah Prosentase Perda yang disyahkan

dan Persentase pemenuhan Kebutuhan DPRD sesuai Peraturan.

Kegiatan :

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pencapaian Kinerja
kegiatan ini sebesar 99,79%

b) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian Kinerja
kegiatan ini sebesar 99,59%

c) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggta DPRD. Pencapaian
Kinerja kegiatan ini sebesar 98,48%

d) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke
dalam dan luar daerah. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar
99,55%

e) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelngkapannya Pencapaian
Kinerja kegiatan ini sebesar 92,77%

f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat/ tokoh agama. Pencapaian Kinerja kegiatan ini
sebesar 71,96%

g) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini
sebesar 88,87 %

h) Rapat-rapat Paripurna. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar
59,72%

i) Kegiatan reses. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 83,90%

j) Peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto. Pencapaian Kinerja
kegiatan ini sebesar 100 %

k) Pidato Kenegaraan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 89,32%

[) General Cek Up bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian
Kinerja kegiatan ini sebesar 0%

m) Peningkatan kerjasama infrmasi dengan mass media. Pencapaian
Kinerja kegiatan ini sebesar 97,50%

Secara umum capaian kinerja dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan di
atas rata-rata adalah hampir mencapai 93,69%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi
Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana
terdapat pada Tabel TC-29.
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Tabel.1.1. ( T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun 2020

Target dan realisasi kinerja program dan

Perkiraan realisasi
capaian target
renstra perangkat

Rte:rllsea;3| kegiatan tahun lalu (n-2) daerah s/d tahun
Urusan / arge Target berjalan
bidang . S S . klner‘ja Program dan Tingk
Indikator kinerja | Target kinerja capaian hasil ; L
urusan kegiatan Realisasi at
Kode pemerintah Program program (Rensra program (Renja capaian capai
(outcomes)/ Perangkat Daerah) dan Realisasi Tingka P P
daerah dan . ; . . Perangkat program dan an
kegiatan (output) Tahun 2016-2021 kegiatan target Renja Renja t - :
Program / /d d .| Daerah tahun kegiatan realis
kegiatan S engan Perangkat Perangkat Reaqll 2021 sampai asi
tahun Daerah 2020 Daerah sasi dengan target
2019 2020 2020 tahun Renst
berjalan (n-1) | ra (n-
1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan
Jasa Jumlah waktu
Komunikasi, | penyediaan Jasa o o
Sumber aya | Komunikasi, air 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
Air dan Bersih dan Listrik
Listrik
Penyediaan
Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaa | operasional,perpa
n dan njangan o o
Peizinan STNK,Pajak 60 | 38 12 12 100% 12 62 103%
kendaraan | Kendaraan dan
Dinas/ KIR
Oprasional
Penyediaan
Alat Tulis Jumlah Paket
kantor Penyediaan Alat 12 | 9 3 3 100% 2 14 117%
tulis kantor




Penyediaan

Barang Jumlah Paket
0, 0,
Cetak dan Barang Cetakan 106 2 > 100% > 10 100%
Penggandaa | dan Penggandaan
n
P;nyeldiaan Jumlah paket
e:jaazra]tan pengadaan
Peralatan dan 67% 107%
Perlengkapa Perlengkapan 1517 3 2 ! 16
n Kantor
Kantor
Pegﬁ(:gan Jumlah Paket
Bacaan dan Bahan bacaan
Perturan dan Peraturan Per 5|3 1 i 0% 1 4 80%
Perundang- | Undang-
undangag Undangan
Penyediaan
Makanan { jymlah waktu
mir?jrrr:an penyediaan
makanan dan o o
minuman dalam 60 | 36 12 12 | 100% 12 60 | 100%
pelaksanaan
kegiatan
Rapat-rapat
kooégl:aSI Jumlah waktu
Konsultasi pen_y:adlaand_
ke L perjalanan dinas
eD;faarn(?an untuk Kelancaran 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
Daerah Pelaksanaan
Tugas Koordinasi
/ Rapat rapat
Penyediaan
Jasa Jumlah waktu
Tenaga penyediaan Jasa . .
Kerja enaga Kerja
j T Kerja THL 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
yang dikontrak
Program
Peningkata

n sarana




Pemeliharaa | Jumlah waktu

n pemeliharaan

Rutin/Berkal Gedung Kantor _ 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
a Gedung sampai berfungsi

Kantor baik

Pemeliharaa

n Rutin/ Jumlah waktu

Berkala pemeliharaan

Kendaraan Kendaraan dinas/ 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
Dinas/ operasional

Oprasional

pemeliharaa

n Rutin/ Jumlah waktu

Berkala pemeliharaan

Peralatan Peralatan Gedung 60 | 36 12 12 100% 12 60 100%
Gedung Kantor

Kantor

Pengendara

an Jumlah kendaraan

Kendaraan oprasional roda 2 0% 0%
Oprasional | yg tersedia N ) ) ) )

Roda 2

Pengadaan Jumlah pakaian
Pakaian :
. dinas beserta
Dinas dan kelengkapannya 0% 80%
Kelengkapa dia badi 150 | 90 30 - 30 120
nnya Xeén’\gl; tersedia bagi
(sekretariat)
Pengadaan | Jumlah pakaian
pakaian khusus hari-hari
khusus hari- | tertentu yang 150 | 90 30 - 0% 30 120 80%
hari tertentu | tersedia bagi ASN




Workshop
Rapat-rapat

Jumlah workshop
ASDEKSI yang

Lo 0 0
Koordinas | dikuti ASN sesuai 35 | 20 7 7| 100% 7 34| 9%
DPRD Tupoksi
Pg';?(i‘i’:r?“ Jumlah DPRD
Dinas dan | Y29 mendapat
i i 0, 0,
Kelengkapa | :é‘:r'f; Dinas 150 | 100 50 S| O 50 150 | 100%
(Sgé%) kelengkapannya
heanng/lfons Jumlah
ultasi hearina/k itasi
dengan earing/ onsultasi
. dengan pejabat
pejabat pemerintah
i 0, 0,
pemetinia | daerah dan tokoh 40 | 24 8 g| 100% 8 40 | 100%
tokoh masyarakat/tokoh
agama sera
masyarakat/t
okoﬁ, agama pengamanan
Rapat-rapat | Jumlah Rapat-
Alat rapat Alat o o
Kelengkapa | Kelengkapanan 125 | 74 25 22 88% 22 118 94%
n Dewan Dewan
Rapat-rapat | Jumlah Rapat- o o
paripurna rapat paripurna 180 | 98 36 30 83% 36 164 91%
Jumlah aspirasi
Kegiatan masyarakat o o
reses (Jumlah Kegiatan 1518 3 3 100% 2 13 81%

Reses)




Peringatan | Jumlah paripurna
Hari Jadi peringatan hari o o
kabupaten | jadi kabupaten 53 1 1 100% 1 5 100%
Mojokerto Mojokerto
Jumlah paripurna
Pidato mendengarkan o o
Kenegaraan | pidato 512 1 1 100% 1 4 80%
kenegaraan
General Jumlah pimpinan
Chek Up dan anggota
Bagi DPRD yg o o
Pimpinan mendapat 250 | 126 50 26 52% 50 202 81%
dan anggota | pelayanan
DPRD General chek Up
Peningkatan
Kerjasama | Jumlah waktu
Informasi kerjasama dengan 100% 100%
dengan mass media 60 | 36 12 12 12 60
Mass Media
Appraisal
rumah bagi . 0 0
pimpinan sewa rumah bagi 513 1 ) 0% 1 4| 80%
dan anggota pimpinan dan
DPRD anggota DPRD
hgg;ra::\?vla Jumla_h Dokumen
mobil bagi dev?riagb?latrygai 5|3 1 S| 0% 1 4| 8%
anggota g

DPRD

anggota DPRD




Penyusunan
Rencana
Tahunan

dan laporan

Kinerja
SKPD

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
laporan kinerja
yang akuntable

20

12

100%

20

100%

Pemr;rt:ahas Jumlah
Rancangan o o
Rpa;;?l?%?‘” Peraturan Daerah 75 | 55 15 14| 93% 15 ga | 112%
Daerah yang dibahas
Kunjungan
kerja Jumlah Kunker
Pimpinan Pimpinan dan 100% 113%
dan Anggota | Anggota DPRD 60 | 40 14 14 14 68
DPRD
Peningkatan | Jumlah Bimtek
Kapasitas Kapasitas DPRD
Pimpinan sesuai dengan 100% 110%
dan Anggota | tugas dan 20|12 6 6 4 22
DPRD fungsinya
Rapat-rapat
Koodrglnna& Jumlah Rapat-
Konsultasi rapat Koordinasi
Pimpinan dan Konsultasi
dan anggota Pimpinan dan 60 | 40 14 14 100% 14 68 113%
DPRD ke Anggota DPRD ke
Luar dan Dalam dan Luar
Dalam Daerah
Daerah
PenyusLNaN | 3 mian Na
Big an RancanganPerda 5|3 1 ) 0% 1 4 80%
9 Bidang Komisi |

Komisi |




Penyusunan

Raperda Jumlah NA
P RancanganPerda 0% 80%
Bidang . L
. Bidang Komisi Il
Komisi Il
Penyusunan | y,mjah N
P RancanganPerda 0% 80%
Bidang . L
- Bidang Komisi lll
Komisi lll
Peryusunan | sumian NA
0, 0,
Bidang RancanganPerda 0% 80%

Komisi IV

Bidang Komisi IV




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada
anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta
mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan

pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

adalah sebagaimana tabel TC 30
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Tabel 1.2. (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No

Indikator

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan
Analisis

Tahun
2017
(thn n-
3)

Tahun
2018
(thn n-
2)

Tahun
.2019
(thn
n+1)

Tahun
2020
(thn n)

Tahun
2021
(thn
n+1)

Tahun
2017
(thn n-

tahun
2018

Tahun
2019

Tahun 2020

Tahun 2021
n+1)

(thn

5

6

7

8

10

11

12

13

Indeks Kepuasan DPRD
terhadap pelayanan
Kesekretariatan DPRD

64%

70%

0%

64.14%

65.04%

65.53%

70%

Persentase Perda yang
disyahkan

80%

85%

80%

80%

80%

85%

Persentase pemenuhan
hak DPRD sesuai
peraturan

80%

85%

80%

80%

80%

85%

Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD yang
terfasilitasi.

60%

60%

Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pembahasan
Kebijakan Anggaran
yang terfasilitasi

90%

90%

Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengawasan
Penyelenggaran
Pemerintahan yang
terfasilitasi

80%

80%

Persentase Pemenuhan
Hak dan Kewajiban
DPRD sesuai Peraturan

90%

90




Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-
2021 bahwa di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 65.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim akademisi melalui metode survey
dan wawancara kepada anggota DPRD di semester | dan Semester IlI, maka
diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2020 dengan
nilai realisasi kinerja sebesar 65,53 % atau mencapai 100,81% atau kategori
BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur
pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat
DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2020 mempunyai nilai kinerja sebesar
65,53.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh
Sekretariat DPRD di tahun 2020 yaitu sebesar 65 telah terpenuhi dan bahkan
memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,53 atau presentase

capaian melebihi target sebesar 0,81%.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 81,05 dengan unsur pelayanan
mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :
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Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 50,08 dengan interpretasi Fasilitas Umum
perlu ditingkatkan.

a. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 54,33 dengan interpretasi

pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 53 dengan

interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

c. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 50,5

dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

d. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

e. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) sebesar 54,5

dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

f. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

g. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

h. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat
DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui
capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat

meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke

dalam angka IKM, maka diperoleh angka 65,53.

Di Tahun 2022, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020, program pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota;

Diharapkan ditahun 2022 Program Utama dan Program Penunjang menjadi
lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui
|
RENJA SEKRETARIAT DPRD
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APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi kepala daerah
lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan
kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna
strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto,
maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat
DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan
atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD
mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
d

. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana
tabel TC 31

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir
RKPD dengan hasil anilisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara
rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.
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Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Rancangan Awal RKPD Tahun Hasil Analisis
2022 Kebutuhan Catatan
No Penting
Program/ : : o Target Pagu Indikatif Program/ . _ Target Kebutuhan Dana
Kegiatan / Sub Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp) Kegiatan Lokasi :(niglk?tor Capaia (Rp)
Kegiatan /Sub Kegiatan erna n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase 90% Nilai SAKIP 76,18 (BB)
PROGRAM Penyerapan PROGRAM
1 | PENUNJANG MOJ | Anggaran PENUNJANG MOJOK
URUSAN OKE 49.619.273.607 | URUSAN ERTO 49.619.273.607
PEMERINTAHA RTO PEMERINTAHAN
N DAERAH DAERAH
KAB/KOTA KAB/KOTA
g:ggéna?g:;?n MOJ |Penganggaran dan rF]’ednagnanggara MOJOK |program PD
Kinerja OKER [Evaluasi Kinerja 30.000.000 | Eyaluasi ERTO \|ang tercapai 30.000.000
Perangkat TO  |Perangkat Daerah Kinerja sesuai target
Daerah tersusun Perangkat
Daerah
Penyus
Jumlah unan Jumlah
giﬂﬁlﬁg:an Renstra dan EOKl'lme MOJOK Renstra dan
Perencanaan Espajlanlgkat 2 dokumen 15.000.000 | Perenca ERTO ggrnziﬁgkat 2 dokumen 15.000.000
Perangkat naan D h
Daerah yang Peranak aeranh yang
Daerah Tersusun at 9 Tersusun
Daerah
Evaluasi Kinerja MOJO Jumlah Dokumen 4 dok 15.000.000 Evaluasi Kinerja MOJOK \I]Durlr(ﬂah 4 dok 15.000.000
Perangkat Daerah Evaluasi oxumen 00U Perangkat Daérah okumen oxumen 00U
KERT ERTO Evaluasi
¢}
Administrasi 14 bln Administrasi 82%
Keuangan Jumlah waktu Keuangan Presentase
Perangkat Daerah Administrasi 4.291.067.815 | Perangkat Daerah | . 0 | realisasi 4.291.067.815
Keuangan anggaran
ERTO
Perangkat perangkat




Daerah daerah
tersedia
Penyediaan Gaji dan Jumlah Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Jumlah
Tunjangan PNS Gaji dan Tunjangan Tunjangan PNS Pemenuhan
MOJO! ASN 14 bulan 4.291.067.815 MOJOK |Gaji dan 14 bulan 4.291.067.815
KERT ERTO ([Tunjangan
_ : o ASN
Administrasi . 30 stel 700.000.000 | Adminis 80 700.000.000
Kepegawaian jumlah _ 7 kegiatan trasi IP ASN
Perangkat Daerah Administrasi Kepega MOJOK
Kepegawaian waian ERTO
Perangkat Perangk
Daerah at
terpenuhi Daerah
Jumlah Jumlah
Egﬂg%%agnnas Pakaian Pengadaan Pakaian Pakaian
i i ; i ;
Beserta Atribut MOJO Dinas 30 stel 100.000.000 | Dinas Beserta Atribut| MOJOK | Dinas 30 stel 100.000.000
Kelengkapann KERT | Pegawai Kelengkapannya ERTO Pegawai
ya o yang yang
Terpenuhi Terpenuhi
Bimbingan Bimbingan Jumlah
Teknis JV\I}J(I;?LaS?lO Teknis Workshop
Implementasi ASDEKSFI) an . Implementasi ASDEKSI .
Peraturan Diil ASNy 9 7 kegiatan 600.000.000 | peraturan MOJOK | yang Diikuti 7 kegiatan 600.000.000
Perundang- sesuai Tunoksi Perundang- ERTO ASN sesuai
Undangan P Undangan Tupoksi
. . jumlah 8 paket 3.309.664.000 Administrasi Presenta 100% 3.309.664.000
Sdmlnlstray Administrasi 12 bulan Umum se _
mum MoJ | Umum Perangkat MOJOK | Penyedia
Perangkat OKER Perangkat D h ERTO an
Daerah Daerah aeral administr
T0 terpenuhi asi umum
perangka
t daerah
sesuai
kebutuha
n
Penyediaan Jumlah Paket Penyediaan %‘éﬁ'ﬂéggﬁet
Eerfilatin dan Pengadaan 5 paket 2.000.000.000 Eeflalatalt(n dan MoJok | Reralatandan| 5 paket 2.000.000.000
erlengkapan Perlengkapan Kantor erlengkapan erlengkapan
Kantor grap Kantor ERTO | Kantor




Jumlah Paket

Jumlah Paket

Penyediaan Bahan Penyediaan Bahan pengadaan
Logistik Kantor MOJO| pengadaan Alat 1 paket 99.664.000 | | ggistik Kantor MOJOK | Ajat Tulis 1 paket 99.664.000
SERT Tulis Kantor ERTO | Kantor
Jumlah
Jumlah Paket MOJOK Egﬁe;daan
Penyediaan Barang Pengadaan Penyediaan Barang ERTO 9
Cetakan dan Barang Cetakan 1 paket 200.000.000 | Cetakan dan Barang 1 paket 200.000.000
Penggandaan dan Penggandaan Cetakan
Penggandaan dan
Pengganda
an
Jumlah Paket ) Jumlah
Penyediaan Bahan Pengadaan Penyediaan Bahan Paket
Bacaan dan MOJO Bacaan dan MOJOK Pengadaan
Peraturan KERT | Bacaan dan 1 paket 10.000.000 | Peraturan ERTO | Bacaan dan 1 paket 10.000.000
Perundang- o Peraturan Perundang- Peraturan
Undangan Perundang- Undangan Perundang-
Undangan Undangan
Jumlah waktu
. Jumlah waktu S . pert v
Fasilitasi PP " Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi
Kunjungan Tamu ;ans]mtaa kunjungan | 12 bulan 600.000.000 | Tamu MOJOK | kunjungan 12 bulan 600.000.000
u ERTO | tamu
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Waktu
Rapat Koordinasi ‘llqlgggatr‘RV:s;t u Rapat Koordinasi dan Rapat-Rapat
dan Konsultasi MOJO L Konsultasi SKPD MOJOK Koordinasi
SKPD KERT Egﬁrsci:lr;:sil I?:n 12 bulan 400.000.000 ERTO dan 12 bulan 400.000.000
(0] luar Daerah Konsultasi ke
_ ] luar Daerah
gg%ﬁdéﬁan Jasa jumlah waktu 12 bulan 2.500.000.000 gg%%déﬁanuﬁsé% 0 Presentase 81 % 2.500.000.000
Urusar]) 9 Penye(_jiaan Jasa Pemerjmtghan _penyediaan
Pemerintahan Penunjang Urusan Daerah MOJOK Jasa
Daerah Pemerintahan ERTO |penunjang
Daerah urusan
pemerintahan
daerah sesuai
kebutuhan
Penyediaan Jasa g)umlaf:j_WaktJu Penyediaan g)umlar:j_Waktu
Komunikasi, enyediaan Jasa Jasa enyediaan
Sumber Daya Air MOJO| omunikasi, Air 12 bulan 600.000.000 Komunikasi. MOJOK | Jasa 12 bulan 600.000.000
dan Listrik KERT | Bersih dan Listrik ERTO Komunikasi,

Sumber Daya




Air dan Listrik

Air Bersih dan
Listrik

Jumlah Waktu

Jumlah Waktu
Pemeliharaan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Penyediaan Jasa Gedung
Pelayanan Umum SfrﬂBQ?BﬁarPJﬁ[;si 12 bulan 1.900.000.000 Pelayanan MOJOK SKgr?]tgéi 12 bulan 1.900.000.000
Kantor Baik Umum Kantor ERTO Ee_rllzungsi
ai
Pemeliharaan jumlah 24 unit 1.358.000.000 | Pemeliharaan Eg‘?gﬁmﬁﬁﬁk 81 % 1.358.000.000
Barang Milik Pemeliharaan 12 bin Barang Milik daeran
Daerah Penunjang| MOJ Barang Milik Daerah MOJOK | dalam
Urusan OKER| 1-erah Penunjang ERTO kondisi baik
Pemerintahan TO Penunjang Urusar_1
Daerah Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah tersedia
Jumlah unit
. . Penyediaan
Penyediaan Jasa Jumlah unit Penyediaan Jasa Jasa
E_emellharaan, Penyediaan Jasa g_emellharaan, MOJOK | pemeliharaan
laya Pemeliharaan, Biaya laya ERTO Biaya ,
gemellhakraan Pemeliharaan dan . gemellhakraan Pemeliharaan .
an Paja Pajak Kendaraan 24 unit 600.000.000 | dan Paja dan Pajak 24 unit 600.000.000
EngrZLaaQn Dinas Perorangan Dinas ggpggr?a:n Dinas Kendaraan
atau Ker?daraan %ﬁ%iﬁggg{:ﬁ" atau Ker?daraan [P)tienrggagt%%n
Dinas Jabatan Dinas Jabatan Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah Wakitu
Pemeliharaan
MOJO %umlalthaktu MOJOK Cnggt%rr]g
meliharaan .
Pemeliharaan / KERT | Godung Kaanl Pemeliharaan / ERTO | sampai
o 9 . Lo Berfungsi
Rehabilitasi (@] sampai Berfungsi Rehabilitasi Baik
Gedung Kantor ?gg; F;%”exgﬁ:gﬁ” 12 bulan 358.000.000 | Gedung Kantor Penyediaan 12 bulan 358.000.000
dan Bangunan Kantor? dan dan Bangunan kaga ih
Lainnya Peralatan Kerja yang Lainnya K%n%srl (?Qn
Terpelihara pera|a2an
Kerja yang

Terpelihara




Pemeliharaan /

Pemeliharaan /

Jumlah Waktu

Rehabilitasi Jumlah Waktu Rehabilitasi Pemeliharaan
Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan MOJOK | Gedung
Prasarana Gedung Kantor 12 bulan 400.000.000 | Prasarana ERTO Kantor 12 bulan 400.000.000
Gedung Kantor sampai Berfungsi Gedung Kantor sampai
atha_lu Bangunan Baik atau Bangunan Berfungsi
ainnya . .
Lainnya Baik
Layanan jumlah Layanan Layanan Keuangan Persentase
Keuangan dan Keuangan dan dan Kesejahteraan Layanan
Kesejahteraan MOJOK | Kesejahteraan 14 bulan,150 DPRD MOJOKER| Keuangan
DPRD ' dan 90 % 35.430.541.792
DPRD ERTO stel, 50 org TO Kesejahteraa
n DPRD
terfasilitasi
35.845.541.792 35.845.541.792
Jumlah P I %umla?
umlal enyelenggara enyelenggar
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 14 bulan an Administrasi MOJOK | agn” "~ ™ 14 bulan
Administrasi QdmlnlStra%PRD Keuangan ERTO Qdmlnlstra5|
euangan euangan
Keuangan DPRD g DPRD DPRDg
Jumlah Pakai %UTIah
umlah Pakaian : akaian
Penyediaan MOJO| Retat o EeEy?dlaS'n MOJOK | Rnas sesual
: : etentuan yan akaian Dinas etentuan
Pakaian Dinas KERT | Tersedia bggi 9 150 stel 400.000.000 | - Atribut ERTO %;ang Tersedia 150 stel 400.000.000
dan Atribut DPRD o Pimpinan dan DPRD agl Pimpinan
Anggota DPRD dan Anggota
DPRD
Jumlah g
N Pimpinan dan
Jumlah Pimpinan
Pelaksanaan MOJO| dan Anggota DPRD Pell?/lks;nal MOJOK érlg’gF?St?ang
Medical Check KERT | Yang Mendapat 50 orang 185.000.000 | an Medica ERTO Mendapat 50 orang 185.000.000
Upb DPRD 0 Pelayanan General Check Up Pelayaﬁan
P Check Up DPRD Genéral
Check Up
Layanan Jumlah 12 bin Layanan Persentase 100%
Administrasi Waktu Administrasi Layanan
DPRD MOJO| Layanan 1.000.000.000 | DPRD MOJOK | Administrasi 1.000.000.000
KERT | Administrasi ERTO DPRD
0 DPRD terfasilitasi
Fasilitasi Rapat Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan Jumiah
. Jumlah Waktu . Waktu
Konsultasi DPRD Fasilitasi Rapat 12 bulan 1.000.000.000 [Konsultasi DPRD MOJOK | . ijitas 12 bulan 1.000.000.000
ERTO .
DPRD i Rapat

DPRD




Program 10 Program 10
Dukungan dokumen Dukungan dokumen
?SL}"‘A‘S%@%""“ MOJ 40.405.630.000 | Pelaksanaan MOJOK 40.405.630.000
. OKER Tugas dan ERTO
Fungsi DPRD TO Fungsi DPRD
Persentase Persentase
Pelaksanaan Pelaksanaan
tugas dan fungsi tugas dan
Pembentukan o fung%i .
Peraturan Daera Pembentukan
dan Peraturan 60% 7.220.272.000 Peraturan 60% 7.220.272.000
DPRD yang Daerah dan
terfasilitasi Peraturan
DPRD yang
terfasilitasi
Pembentukan Jumlah Pembentuk Persentase
Peraturan Pembentukan embentu Pembentuk
Daerah dan MOJ Peratuhr%n 10 an MOJOK an
Peraturan DPRD Daerah dan Peraturan Peraturan
OKER| peraturan DPRD dokumen 7.220.272.000 Daerah dan ERTO Daerah dan 60% 7.220.272.000
TO terfasilitasi Peraturan Peraturan
DPRD
DPRD terfasilitasi
Penyusunan dan Jumlah dokumen Penyusunan dan \(;lcj)?ulfrinhen
Pembahasan MoJo| Program 2 Pembahasan MOJOK | Program
Program KERT Rancangan dokumen 900.000.000 | Program ERTO Rangcan an 2 dokumen 900.000.000
Pembentukan 0 Perda yang Pembentukan Perd 9
Peraturan Daerah Dibahas Peraturan Daerah erda yang
Dibahas
Jumlah
Pembahasan Jumlah dokumen 4 Pembahasan dokumen
Rancangan MOJO| Raperda yang dokumen 4.000.000.000 | Rancangan MOJOK Raperda 4 dokumen 4.000.000.000
Peraturan Daerah | KERT | Dibahas Peraturan Daerah ERTO yang
O Dibahas
Fasilitasi Easilitasi Jumlah
Jumlah dokumen enyusunan
Eiﬂjye‘fjigﬁ'} MOJO| Naskah , j 4 2.320.272.000 Pe”j);'asan / MOJOK™ | Rk 4 dokumen 2.320.272.000
Keterangan dan / KERT | Akademik yang dokumen e Keterangan dan / ERTO Akademik .320.272.
atau Naskah 0 Disusun atau Naskah yang Disusun
Akademik Akademik
90% Persentase 90%
Persentase Pelaksanaan
Pelaksanaan tugas tugas dan
dan fungsi fungsi
Pembahasan 5.838.788.000 Pebmb?(hasan 5.838.788.000
" Kebijakan
Kebijakan Anggaran Anggaran

lyang terfasilitasi

yang




terfasilitasi

Pembahasan Jumlah dokumen |6 dokumen Ezgi?;ll(haisan ggrksu%éert]se 90%
Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Anggaran MOJ l\nggaran dibahas 5.838.788.000 | Anggaran MOJOK | Anggaran 5.838.788.000
OKER ERTO dibahas
TO
Jumlah
Pembahasan Jumlah dokumen KUA| Pembahasan dokumen
KUA dan PPAS MOJo|dan PPAS yang 1 dokumen 1.118.408.000 | KUA dan MOJOK | KUA dan 1 dokumen 1.118.408.000
0 dibahas
Jumlah
Pembahasan Jumlah Dokumen Pembahasan Dokumen
Perubahan KUA | \0jo|KUPA dan PPAS 1 dokumen 1.118.024.000 | Perubahan KUA dan | MOJOK | Kph& 931 | 1 dokumen 1.118.024.000
dan Perubahan KERT [Pérubahan yang Perubahan PPAS ERTO | Perubahan
PPAS 0 dibahas yang dibahas
Pembahasan Jumlah Dokumen ‘l])lf)rIT(]tlJanTen
MOJOJAPBD yang 1 dokumen 1.118.408.000 | Pembahasan MOJOK 1 dokumen 1.118.408.000
APBD : APBD APBD yang
KERT |Dibahas ERTO Dibahas
O
Jumlah Dok %uTlah
umlah Dokumen okumen
Pembahasan MOJOAPBD Perubahan 1 dokumen 1.118.024.000 | Fembahasan APBD | ;450 | APBD 1 1.118.024.000
APBD Perubahan | kgRrT vang Dibahas Perubahan ERTO Perubahan dokumen
0 yang Dibahas
Jumlah Jumlah
Pembahasan dokumen Pembahasan Egkgrrgﬁn 1
Laporan mgoproLapora” APBD 1 dokumen 247.900.000 | Laporan '\/E%JT%K APBD yang Jokummen 247.900.000
Semester o yang Dibahas Semester Dibahas per
per Semester Semester
Jumlah
Jumlah dokumen dokumen
Pembahasan MoJolPertanggungjawab Pembahasan Pertanggun 1
Pertanggungjawa KERT [2n APBD yang 1 dokumen 1.118.024.000 | Pertanggungjawaban gjawaban dokumen 1.118.024.000
ban APBD o Dibahas APBD APBD yang

Dibahas




Pelrsl?ntase 80% Persentase 80%
ggnafusr?é‘ga“ tugas 8.168.024.000 Pelaksanaan 8.168.024.000
Pengawasan tugas dan
Penyelenggaran fungsi
Pemerintahan yang Pengawasan
terfasilitasi Penyelenggar
an
Pemerintahan
yang
terfasilitasi
Jumlah 288 kegiatan/| Persentase 80%
Pengawasan Pengawasan 2 dokumen 8.168.024.000 | " engawasa Pengawasan ’ 8.168.024.000
Penyelenggaraa MOJ Penyelenggaraan T n MOJOK Pengelen a S
n Pemerintahan Pemerintahan Penyeleng yelengg
OKER| terfasilitasi garaan ERTO raan
TO . Pemerintaha
Pemerintah n terfasilitasi
an
Jumlah
Kegiatan
Ee“gawasa” MOJO| Jumlah Kegiatan Eengawasa“ MOJOK | Urusan
rusan KERT | Urusan 48 rusan ERTO | Pemerintah 48
Pemerintahan o Pemerintahan dan . 1.500.000.000 | Pemerintahan an dan . 1.500.000.000
bidang kegiatan bidang Produk kegiatan
. Produk Hukum . roau
Pemerintahan ang Diawasi Pemerintahan Hukum
dan Hukum yang dan Hukum yang
Diawasi
Jumlah
LPJ(raLngng asan \L]Jumlah E-e iatan 48 Pengawasan Urusan Eegiatan 48
: rusan Bidan : rusan
E%n;ﬁnntahan MOJO mfrastrukturygng kegiatan 800.000.000 g%rggnrll}]ef\pgt\mktur MOJOK | Bidang kegiatan 800.000.000
g ki KERT | Diawasi g ERTO Infrastruktur
O yang Diawasi
Pengawasan ﬂjurumslgﬂ Kegiatan Pengawasan &%rgigltgn
Urusan ; Urusan Urusan
. Pemerintahan X ;
Pemerintahan QAEORJTO Bang 48 1.500.000.000 | Pemerintahan N,IE%JT%K Pemerintahan 48 1.500.000.000
Bidang o Kesejahteraan kegiatan Bidang K:e genghteraa kegiatan
Kesejahteraan Rakyat yang Kesejahteraan n Rakyat van
Diawasi ~axyat yang
Rakyat Rakyat Diawasi
Jumlah
Pengawasan Jumlah Kegiatan Pengawasan Kegiatan
U Urusan U Urusan
rusan MOJO| Pemerintahan 48 750.000.000 rusan MOJOK | Pemerintahan 48 250.000.000
Pemerintahan KERT | Bidang kegiatan et Pemerintahan ERTO Bidang kegiatan S
Bidang o Perekonomian Bidang Perekonomia
Perekonomian yang Diawasi Perekonomian nyang

Diawasi




Jumlah

. Kegiatan
Jumlah Kegiatan
Pengawasan MOJO| \jrysan g Pengawasan MoJok | Jrusan
Urusan KERT | pemerintahan Urusan Pemerintah
Pemerintahan 0 ; 48 800.000.000 | Pemerintahan ERTO an Bidang 48 800.000.000
Bidang Sumber gldangAISumber kegiatan Y Bidang Sumber Sumber kegiatan A
Daya Alam D;)\//sasiam yang Daya Alam Daya Alam
yang
Diawasi
Pengawasan P.e ngawasan
Tindak Lanjut MOJO L‘;‘gf‘k Lanjut MOJOK | Jumiah
; u
Hasil N KERT | Jumlah dokumden 1 Pemeriksaan ERTO Temuan BPK
Pemeriksaan o Temuan BPK dan 400.000.000 | ( aporan dan .| 1 dokumen 400.000.000
Laporan Rekomendasi BPK dokumen Keuangan E{Slkon;%rédaQ
i i PK yal
Keuangan ole_h yang Diawasi oleh Badan Diawasi
Badan Pemeriksa ;
Pemeriksa
Keuangan
Keuangan
. Jumlah
Pengawasan Jumlah Kegiatan 48 Pengawasan Kegiatan atau 48
Penggunaan MOJOfatau Proyek APBD kedi 1.300.000.000 | Penggunaan MOJOK P k APBD keai 1.300.000.000
Anggaran KERT yang Diawasi egiatan Anggaran ERTO | [OYEKAFEY egiatan
o lyang Diawasi
Pembahasan Pembahasan
Laporan MOJO! lah Laporan MOJOK Jumiah
Keterangan Jumlah Laparan 11 gokumen 1.118.024.000 Laporan 1 dokumen 1.118.024.000
Pertanggungjawa KERT | LKPJ yang Dibahas Keterangan . ERTO L}.(p‘] yang
O Pertanggungjawab Dibahas
ban Kepala
an Kepala Daerah
Daerah
Persentase 90% 19.178.546.000 Persentase 90% 19.178.546.000
Pemenuha Pemenuhan
n Hak dan Hak dan
Kewajiban Kewajiban
DPRD DPRD sesuai
sesuai Peraturan
Peraturan
Peningkatan Jumlah 6 keg, 12 bin, 5.175.000.000 | Peningkatan Persentase 90% 5.175.000.000
Kapasitas DPRD Peningkata 10 pakar, 70 Kapasitas DPRD Peningkatan
MOJ n tenaga ahli, 1 MOJOK Kapasitas
OKER| Kapasitas dokumen ERTO DPRD
TO DPRD terfasilitasi
terfasilitasi
o Jumlah Bimbingan ) o ) Jumlah )
Bimbingan Teknis Pimpinan 6 kegiatan 3.000.000.000 | Bimbingan Teknis Bimbingan 6 kegiatan 3.000.000.000




Teknis DPRD MOJO| dan Anggota DPRD DPRD MOJOK Teknis
KERT | yang Dilaksanakan o Pimpinan
(0] ERT dan Anggota
DPRD yang
Dilaksanaka
n
— Jumlah Waktu
Publikasi dan Jumlah Waktu Publikasi dan Publikasi dan
Dokumentasi MOJO E’)Uﬁ"kaﬁ f'af? 12 bulan 700.000.000 | Dokumentasi MOJOK D;#;mentasn 12 bulan 700.000.000
KERT | Dokumentasi yang Dewan ERTO gl
Dewan o Diterbitkan iterbitkan
Penyediaan Jumlah  Kel ‘ Penyediaan %%ﬁglr%%ok
umlal elompo
ge:fmzo" T MOJO| pakar dan Tim Anli | 10 Orang 100.000.000 ﬁe:fmzo" T MOJOK | Pakar dan 10 Orang 100.000.000
a _ar an Im KERT Disediak a_ar an 'm ERTO T|.m Ah|| yang
Ahli 0 yang Disediakan Ahli Disediakan
Penyediaan Jumlah Tenaga Ahli Penyediaan %‘éw;ag AR
Tenaga Ahli MOJO| Fraksi yang 70 orang 175.000.000 | Tenaga Ahli MOJOK Fraksgil yang 70 orang 175.000.000
Fraksi gERT Disediakan Fraksi ERTO | Disediakan
Penyusunan Penyusunan
Program Kerja g’umlah dc})<ku_men Program Kerja 3‘5?&?#%
DPRD MOJO| Frogram Kerja DPRD Program
KERT | DPRD yang 1 dokumen 1.200.000.000 MOJOK Kerjga DPRD 1 dokumen 1.200.000.000
e} Disusun ERTO yang Disusun
i Persentase 9
Penyerapan dan \;Lérr?lzlrwakzgg]lzt;r]l 13dkoekuig:§rr:, 2.720.750.000 Penyerapan kegiatan 100% 2.720.750.000
Penghimpunan yerap 9 dan Penyerapan
S MOJ | Penghimpunan . MOJOK
Aspirasi 2 Penghimpunan dan
OKER| Aspirasi 2 ERTO P hi
Masyarakat Aspirasi enghimpun
TO Masyarakat an Aspirasi
bl Masyarakat P
terfasilitasi Masyarakat
terfasilitasi
Jumlah
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen
Pokok-Pokok MOJO| Pokok Pikiran DPRD| 1 dokumen 50.000.000 | pgkok-Pokok MOJOK | Pokok Pikiran| 1 dokumen 50.000.000
Pikiran DPRD KERT | yang tersusun Pikiran DPRD ERTO | DPRD vang
o tersusun
lak Jumlah , Pelaksana Jumlah :
Pelaksanaan MOJO| kegiatan 3 kegiatan 2.670.750.000 R MOJOK | kegiatan 3 kegiatan 2.670.750.000
Reses KERT | reses terseda anreses ERTO | reses terseda




Pelaksanaan dan Jumlah 48 kegiatan Persentase 80%
Pelaksanaan dan
Pengawasan Kode Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Etik DPRD MOJO | pengawasan Kod% Etik DPRD MOJOK dan
KERT | Kode Etik DPRD 654.800.000 ERTO Pengawasan 654.800.000
o terfasilitasi Kode Etik
DPRD
terfasilitasi
Pengawasan Kode Pengawasan Kode
Etik DPRD ggrr?éj?anasa 48 Etk DPRD Jlérr?gljgcvasan 48
MoJo| Pargelvass Kegiatan 654.800.000 MOJOK | REATEEE Kegiatan 654.800.000
KERT ERTO DPRD
o DPRD
Fasilitasi Tugas MOJ | Jumlah Tugas 144 keg, 10.627.996.000 | Fasilitasi MOJOK Persenta 80% 10.627.996.000
DPRD OKER| DPRD 1 Tugas DPRD ERTO | seTugas
TO terfasilitasi dokumen DPRD
terfasilita
si
Jumlah
Koordinasi %%fgr'é‘r:] asi
inasi dan inasi
Koordlnas_l dan MOJO A itas 48 Koordlnas_l dan MOJOK | dan . 48
Konsultasi KERT | BomK : 5.000.000.000 | Konsultasi ERTO | Konsultasi . 5.000.000.000
Pelaksanaan o ar? '?uzgr;a Kegiatan Pelaksanaan ?elaks%npalgg Kegiatan
ugas
Tugas DPRD DPRD Tugas DPRD terfasilitasi
terfasilitasi
Jumlah
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Eoku;n(re]n
Laporan Kineria | M0JO| Laporan Kinerja 1 dokumen 1.118.024.000 | Laporan Kinerja MOJOK | giXeria DPRD| 1 dokumen 1.118.024.000
DPRD KERT | DPRD yang DPRD ERTO ang
o Tersusun ersusun
I o Jumlah
Ezlséllits:;laan Juman Fasilitasi Pelaksanaan 48
Tugas Badan MoJo| Pelaksanaan 48 kegiatan 1.800.000.000 | Pelaksanaan Tugas | MOJOK | Tugas kegiatan 1.800.000.000
g KERT | Tugas Banmus Badan Musyawarah | ERTO ?gpfguﬁgang 9
Musyawarah o yang Terfasilitasi stitasi
Fasilitasi Jumlah Tuogas
Fasilitasi Tugas MOJO %lijnr?;lj?r?a-rrwu SSF'{D _ Tugas Pimpinan 9 48
Pimpinan DPRD KERT | Yang Terfasilitasi 48 kegiatan 2.709.972.000 Qg\é)gan MOJOK ‘IQgrfa[;i It%r;(ilj kegiatan 2.709.972.000
ERTO




2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Perangkat Daerah Provinsi dari  penelitian  lapangan dan  pengamatan
pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak
melakukan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud
dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2022

Kabupaten Mojokerto

NOM | PROGRAM/KEGIATAN/SU | LOK | INDIKATOR BESARAN CATA

B KEGIATAN ASI KINERJA VOLUME TAN

24




BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD
RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur
penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya

memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada
anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta
mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan

pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala

daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh
organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi.
Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan
wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai
berikut : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
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akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator
sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat
DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan
sasaran yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”.

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujua/Sasaran Capaian Target
2021 2022
1. Meningkatnya IKM 70 71
kepuasan
masyarakat

terhadap kualitas

pelayanan publik

Terwujudnya Tata kelola Nilai Revormasi Birokrasi 60
Birokrasi Perangkat Perangkat Daerah

Daerah

60

Meningkatnya Kualitas Persentase Pelaksanaan tugas 60
pelayanan Sekretariat dan fungsi Pembentukan
DPRD Terhadap Peran Peraturan Daerah dan
DPRD Peraturan DPRD yang
terfasilitasi

60

Persentase Pelaksanaan tugas 20
dan fungsi Pembahasan
Kebijakan ~ Anggaran  yang
terfasilitasi

90

Persentase Pelaksanaan tugas 80
dan fungsi Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan

yang terfasilitasi

80

Persentase Pemenuhan Hak 90

dan Kewajiban DPRD sesuai

Peraturan

90
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3.3.

Program dan Kegiatan

a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat,
guna mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut
Program Utama :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2022 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan

sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD
1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah
1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.2.3 Pembahasan APBD
1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1.3.2 Pelaksanaan Reses
1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian

1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber
Daya Alam

1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran

1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD

1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.2.1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.3.1

2.3.2

Pengadaan  Pakaian Dinas Beserta  Atribut
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

24.1

2.4.2
2.4.3
244

2.4.5
2.4.6

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan PenyediaanBahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah

Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

2.5.1
2.5.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana  dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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2.7  Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2.8  Layanan Administrasi DPRD
2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana perubahan RPJMD dan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

tertuang dalam Tabel 3.2.
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OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Tabel 3.2. T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Rencana Tahun 2022

Perkiraan Maju Rencana Tahun

Kode Bidang Urusan Pemerintahan | |ngikator Kinerja Program / Catatan 2023
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Target i Sumber Penting —
Lokasi Capaian | Dana/Pagu Indikatif | pana Capaian I;ebutuhan Dana/
S a
e Kinerja indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai SAKIP Setwan (76,18 (BB) APBD 77,48(BB)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 49.619.273.607 53.092.622.759
DAERAH KAB/KOTA
Perencanaan, Penganggaran [ Jumlah dokumen Setwan 6 dokumen APBD 6 dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja 30.000.000 33.000.000

Perangkat Daerah tersusun B
Penyusunan Dokumen Jumlah Renstra dan Setwan APBD
Perencanaan Perangkat Renja Perangkat 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 16.500.000
Daerah Daerah yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat _ Setwan APBD
Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi 4 dokumen 15.000.000 4 dokumen 16.500.000
. ; A Setwan
daerah ’ ’ ' 4.720.174.597
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |[Jumlah Pemenuhan Gaji dan Setwan
- APBD
PNS Tunjangan ASN 14 bulan 4.291.067.815 14 bulan 4.720.174.597

Administrasi IP ASN Setwan 80 700.000.00 APB 80
Kepegawaian 0 D 770.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Setwan APB
Beserta Atribut . . 30 stel 100.000.000 D 30 stel 110.000.000

Pegawai yang Terpenuhi
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Jumlah Workshop Setwan APB
Implementasi Peraturan ASDEKSI yang Diikuti ASN 7 kegiatan 600.000.000 D 7 kegiatan 660.000.000

Perundang-Undangan

sesuai Tupoksi
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Administrasi Umum Presentase Setwan 80% 3.309.664.000 80%
Perangkat Daerah penyediaan APB
administrasi umum D 3.640.330.400
perangkat daerah
sesuai kebutuhan
Jumlah Paket Pengadaan Setwan APB
Egngﬁgf;;aﬁeé;ﬁt;n dan Peralatan dan Perlengkapan 5 paket 2.000.000.000 D 5 paket 2.200.000.000
Kantor
. . Setwan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket pengadaan APB
Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket 99.664.000 D 1 paket 109.330.400
Penyediaan Barang Cetakan dan| Jumlah Paket Pengadaan Setwan APB
Pen d Barang Cetakan dan 1 paket 200.000.000 D 1 paket 220.000.000
ggandaan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Pengadaan Setwan APB
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 1 paket 10.000.000 D 1 paket 11.000.000
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
Setwan APB
Fasiltast Kunjungan ﬂﬂnmjhihg‘g’r?'t‘;‘ﬁnfas"'tas' 12 bulan 600.000.000 |  ° 12 bulan 660.000.000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Waktu Rapat-Rapat Setwan IAPBD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan 400.000.000 12 bulan 440.000.000
luar Daerah
Penyediaan Jasa Presentase penyediaan jaasa| Setwan 100 % 2.500.000.000 100 %
Penunjang Urusan penunjang urusan APB 2.750.000.000
Pemerintahan pemerintahan daerah sesuai D
Daerah kebutuhan
Penyediaan Jasa ‘;i?\qlaezi\;\gkguasa Setwan ABB
Komunikasi, Sumber yediaan Ja . 12 bulan 600.000.000 12 bulan 660.000.000
Daya Air dan Listrik Komu_nlk_ash Air Bersih
dan Listrik
Jumlah Waktu Pemeliharaan Setwan APB
penyediaar Jasa Pelayanan Gedung Kantor sampai 12 bulan 1.900.000.000 | 12bulan | 2.090.000.000
Berfungsi Baik
Pemeliharaan Barang Milik Presentase barang milik Setwan 100 % 1.358.000.000 APB 100 % 1.493.800.000
Daerah Penunjang Urusan daerah dalam kondisi baik D

Pemerintahan Daerah




Penyediaan Jasa Jumlah unit Penyediaan Jasa | Setwan APB
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya D
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak . .
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Dinas 24 unit 600.000.000 24 unit 660.000.000
Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan Jabatan
Jumlah Waktu Pemeliharaan Setwan APB
Pemeliharaan / Rehabilitasi g:rdfﬂzgs}i(aBr;tiﬁr(g%?p:cliiaan D
Gedung Kantor dan Bangunan | S8 "al Ka%’tor) e 12 bulan 358.000.000 12 bulan 393.800.000
Lainnya Peralatan Kerja yang
Terpelihara
Setwan APB
D
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Waktu Pemeliharaan 12
Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor sampai 12 bulan 400.000.000 bulan 440.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya Berfungsi Baik
Layanan Keuangan dan jumlah Layanan Setwan bul 0 stel APB 43.234.024.100
Kesejahteraan DPRD Keuangan dan 14 bulan 14 bu an,155os(§$ ’ D 14 bulan
Kesejahteraan DPRD 9
- . Setwan
Penyelenggaraan Administrasi
Jumlah Penyelenggaraan 35.845.541.792 APB
Keuangan DPRD Administrasi Keuangan DPRD 14 bulan D 14 bulan 37.941.817.762
Penvediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian Dinas sesuai Setwan APB
ny Ketentuan yang Tersedia bagi 150 stel 400.000.000 D 150 stel 440.000.000
Atribut DPRD N
Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Pimbi dan A . Setwan APB
. umlah Pimpinan dan Anggota D
glejlngsanaan Medical Check Up DPRD yang Mendapat 50 orang 185.000.000 50 orang 203.500.000
Pelayanan General Check Up
ini i Setwan 12 bin APB 12 bin
Layanan Administrasi DPRD Jumlah Waktu Layanan £ 000.000.000 :
Administrasi DPRD ' ) ' 1.100.000.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Jumlah Waktu Setwan APB
Konsultasi DPRD ilitasi D
Fasilitasi Rapat 12 bulan 1.000.000.000 12 bulan 1.100.000.000
DPRD
PROGRAM DUKUNGAN 10 10
PELAKSANAAN TUGAS DAN dokumen 40.405.630.000 dokume 43.234.024.100
FUNGSI DPRD n
Persentase Pelaksanaan
tugas dan fungsi 60% 7.220.272.000 60% 7.350.000.000

Pembentukan Peraturan
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Daerah dan Peraturan DPRD
yang terfasilitasi

Pembentukan Peraturan Jumlah Pembentukan Setwan 10 APB 10
Daerah dan Peraturan DPRD Peraturan Daerah dan 7.220.272.000 D dokum
Peraturan DPRD terfasilitasi dokumen en 7.350.000.000
Setwan APB
Penyusunan dan Pembahasan Jumlah dokumen Program D
Program Pembentukan Peraturan | Rancangan Perda yang 2 dokumen 900.000.000 2 dokumen 1.000.000.000
Daerah Dibahas
Setwan
Pembahasan Rancangan Jumlah dokumen APB
Peraturan Daerah Raperda yang Dibahas 4 dokumen 4.000.000.000 D 4 dokumen 4.050.000.000
Setwan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan ijumll(arrl] (flo\okkudmer}k APB
/ Keterangan dan / atau Naskah askan Akademi 4 dokumen 2.320.272.000 D 4 dokumen 2.300.000.000
Akademik yang Disusun
Persentase Pelaksanaan 90% 90%
tugas dan fungsi
Pembahasan Kebijakan 5.838.788.000
Anggaran yang
terfasilitasi
Pembahasan Kebijakan Jumlah dokumen Setwan 6 dokumen APB 6
Anggaran K_ebljakan Anggaran 5.838.788.000 D dokume 6.250.000.000
dibahas n
Jumlah dokumen KUA Setwan APB 1
Pembahasan KUA dan PPAS dan PPAS yang 1 dokumen 1.118.408.000 D 1.200.000.000
. dokumen
dibahas
Jumlah Dokumen Setwan
KUPA dan PPAS APB 1
Pembahasan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS P.erubahan yang 1 dokumen 1.118.024.000 D dokumen 1.200.000.000
dibahas
Setwan APB
Jumlah Dokumen APBD 1
Pembahasan APBD yang Dibahas 1 dokumen 1.118.408.000 D dokumen 1.200.000.000
Setwan APB
Pembahasan APBD Perubahan [uMian ~ Dokumen — APBD 1 dokumen 1.118.024.000 | D 11 1.200.000.000
Perubahan yang Dibahas dokumen
Pembahasan Laporan Jumlah dokumen Laporan Setwan APB 1
i D
Semester APBD yang Dibahas per 1 dokumen 247.900.000 dokumen 250.000.000

Semester
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Pembahasan Jumlah dokumen Setwan AEB 1
Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen 1.118.024.000 dokumen 1.200.000.000
yang Dibahas
Persentase Pelaksanaan 80% 80% 8.760.000.000
tugas dan fungsi Pengawasan 8.168.024.000
Penyelenggaran
Pemerintahan yang
terfasilitasi
Pengawasan Jumlah Pengawasan Setwan 288 APB 288
Penyelenggaraan Penyelenggaraan kegiatan/ 2 8.168.024.000 D kegiatan 8.760.000.000
Pemerintahan Pemerintahan terfasilitasi dokumen /2
dokume
n
Pengawasan Urusan Jumlah Kegiatan Urusan Setwan 48 APB 48
Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Produk kegiatan 1.500.000.000 D kegiata 1.600.000.000
Pemerintahan dan Hukum Hukum yang Diawasi g n
Pengawasan Urusan \l]JliLTsIZE g%%ﬁtan Setwan 48 ABB 48
Pemerintahan Bidang 9 . 800.000.000 kegiata 860.000.000
Infrastruktur In_frastrl_Jktur yang kegiatan n
Diawasi
Pengawasan Urusan Jumlah Kegiatan Urusan Setwan
Pemerintahan Bidang Peme_rlntahan Bidang 48 APB .48
Kesejahteraan Rakyat Kgsejahteraan Rakyat yang kegiatan 1.500.000.000 D kegiata 1.600.000.000
Diawasi n
; Setwan
Pengawasan Urusan %lér:qlgnnﬁr?;t%r; deJirnusan 48 APB 48
Pemerintahan Bidang Perekonomian van gD . kediat 750.000.000 D kegiata 800.000.000
Perekonomian yang Diawasl egiatan n
Jumlah Kegiatan Setwan
Pengawasan Urusan Urusan Pemerintahan 48 APB 48
Pemerintahan Bidang Sumber Bidang Sumber Daya keaiatan 800.000.000 D kegiata 850.000.000
Daya Alam Alam yang Diawasi 9 n
Setwan APB
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil | Jumlah dokumen Temuan D 1
Pemeriksaan Laporan Keuangan | BPK dan Rekomendasi BPK 1 dokumen 400.000.000 dokume 450.000.000
oleh Badan Pemeriksa Keuangan | yang Diawasi n
Setwan
Pengawasan Penggunaan Jumlah Kegiatan atau Proyek APB 48
Anggaran APBD yang Diawasi 48 kegiatan 1.300.000.000 D kegiatan 1.400.000.000
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Pembahasan Laporan Setwan APB
Keterangan Jumlah Laporan LKPJ yang D
Pertanggungjawaban Kepala Dibahas 1 dokumen 1.118.024.000 1 dokumen 1.200.000.000
Daerah
Persentase 90% 19.178.546.000 90% 20.874.024.100
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
DPRD sesuai
Peraturan
Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Setwan 6 keg, 12 5.175.000.000 APB 6 keg, 12 5.860.000.000
Peningkatan bin, 10 D bln, 10
Kapasitas DPRD pakar, 70 pakar, 70
terfasilitasi tenaga ahli, tenaga ahli,
1 dokumen 1 dokumen
Jumlah Bimbingan Teknis Setwan APB 5
Bimbingan Teknis DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD 6 kegiatan 3.000.000.000 D keaiatan 3.500.000.000
yang Dilaksanakan 9
Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Wakt_u Publlk_e15| d_an Setwan 12 bulan 200.000.000 APB 12 bulan 750.000.000
Dewan Dokumentasi yang Diterbitkan D
. Setwan APB
Penyediaan Kelompok Pakar Jumlah Kelompok Pakar dan 10
dan Tim Ahli Tim Ahli yang Disediakan 10 Orang 100.000.000 D Orang 110.000.000
i i Setwan APB
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumiah Tenaga Ahli Fraksi 70 orang 175.000.000 D 70 orang 200.000.000
yang Disediakan
Penyusunan Program Kerja umiah dokumen Program Setwan APB
DPRD Kerja DPRD yang Disusun 1 dokumen 1.200.000.000 D 1 dokumen 1.300.000.000
Penyerapan dan Jumlah kegiatan Penyerapan | Setwan 1 dokumen, 1 dokumen, 2.755.000.000
Penghimpunan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi 3 kegiatan .720.750.000 APB 3 kegiatan
Masyarakat Masyarakat terfasilitasi D
Penyusunan Pokok Jumlah Dokumen Setwan 1 APB 1
- -0 b
Pokok Pikiran DPRD Pokok Pikiran DPRD dokumen 50.000.000 dokum 55.000.000
yang tersusun en
Pelaksanaan Reses f;rr:;?jg kegiatan reses Setwan 3 kegiatan 2.670.750.000 ABB 3 kegiatan 2.700.000.000
Pelaksanaan dan Pengawasan | Jumlah Pelaksanaan dan Setwan ' '
Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD 48 kegiatan 654.800.000 APB 48 kegiatan 700.000.000
terfasilitasi T D ) )
Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan Kode Setwan 48 654,500,000 ABB ‘o i;tg
Etik DPRD Kegiatan OO0, 9 o 700.000.000
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Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD Setwan 144 keg, 1 10.627.996.000 APB 144 keg,
terfasilitasi dokumen D 1 11.559.024.100
dokum
en
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Koordinasi dan Setwan APB
Konsultasi Pelaksanaan 48 Kegiatan 5.000.000.000 D 48 Kegiatan 5.359.024.100
Pelaksanaan Tugas DPRD e
Tugas DPRD terfasilitasi
Jumlah dokumen Setwan
L R APB
Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Kinerja DPRD 1 1.118.024.000 5 1 dokumen 1.200.000.000
DPRD yang Tersusun dokumen
Jumlah Setwan APB
I D
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas 48 . 1.800.000.000 48 kegiatan 2.000.000.000
Badan Musyawarah Banmus yang kegiatan
Terfasilitasi
I - N Setwan APB 48
Fasilitasi Tugas Pimpinan Jumlah Tugg_s Pl_mplnan DPRD 48 _ 2 709.972.000 D kegiat 3.000.000.000
DPRD lyang Terfasilitasi kegiatan an
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RENCANA KERJA DAN PENDABI\’IAA?AIIQI/PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya caapaian Vvisi,
misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung
prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan
standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat
Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto vyaitu
‘Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui
Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia’,
ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
melaksanakan misi ke 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan” dengan tujuan RPJMD.
Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan
melalui program — program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten
Mojokerto Tahun 2022 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota
yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.



Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto tidak mempunyai penelahaan usulan program dan kegiatan yang
mendukung Program Tahun 2022 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan
dengan isu-isu penting penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan

secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022

sebagai berikut :



TABEL 4.

1

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022
SESUAI RANCANGAN RENJA 2022

INDIKATOR KINERJA iy APBN
KO URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / U | B/ OUTPUT OUTPUT OouTCO LOK APBD KAB SK PA
DE SUBKEGIATAN P | L ME TAR ASI (Rp) PD | GU | K/ | R | D/TB/
SUB KEGIATA
KEGIATAN N PROGR GET Te_r Rp | L |p DAK
AM kait )
1
2 3 4 15 6 7 8 9 10 11 12 13 |14 |5 16
76,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai (BB) SET 49.619.273.607
KAB/KOTA SAKIP WAN e
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah 6
dokumen doku
Perencana men
an,
Pengangg
aran dan
Evaluasi 30.000.000
Kinerja
Perangkat
Daerah SET
tersusun WAN
Jumlah
Renstra dan 2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Eggr?gkat doku 15.000.000
Daerah yang men SET
Tersusun WAN
Jumlah 4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen doku SET 15.000.000
Evaluasi men WAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase 90%
realisasi
anggaran
perangkat SET 4.291.067.815
daerah WAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah
Pemenuhan 14
Gaji dan bulan 4.291.067.815
Tunjangan SET
ASN WAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IP ASN 80 SET 700.000.000
WAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ‘lll;rg?:n 30 stel \SAI/E;N 100.000.000
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Dinas
Pegawai
yang
Terpenuhi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah
Workshop
ASDEKSI
yang Diikuti
ASN sesuai
Tupoksi

kegiat
an

SET
WAN

600.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Presentase
penyediaa
n
administr
asi umum
perangkat
daerah
sesuali
kebutuhan

80%

SET
WAN

3.309.664.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah
Paket
Pengadaan
Peralatan
dan
Perlengkapa
n Kantor

paket

SET
WAN

2.000.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah
Paket
pengadaan
Alat Tulis
Kantor

paket

SET
WAN

99.664.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah
Paket
Pengadaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n

paket

SET
WAN

200.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah
Paket
Pengadaan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan

paket

SET
WAN

10.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah
waktu
Fasilitasi
kunjungan
tamu

12
bulan

SET
WAN

600.000.000
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah
Waktu
Rapat-Rapat
Koordinasi 12
dan bulan 400.000.000
Konsultasi
ke luar SET
Daerah WAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase 100
penyediaa % 2.500.000.000
n jaasa
penunjang
urusan
pemerinta
han
daerah
sesuai
kebutuhan SET
WAN
Jumlah
Waktu
Penyediaan 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa bulan 600.000.000
Komunikasi,
Air Bersih SET
dan Listrik WAN
Jumlah
Waktu
Pemeliharaa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor n Gedung 12 1.900.000.000
Kantor bulan
sampai
Berfungsi SET
Baik WAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Presentase 100 1.358.000.000
Daerah barang %
milik
daerah
dalam
kondisi SET
baik WAN
Jumlah unit
Penyediaan
Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemg liharaa 24 600.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan n, Blaya unit R
Pemeliharaa
n dan Pajak
Kendaraan SET
Perorangan WAN
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Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah
Waktu
Pemeliharaa
n Gedung
Kantor
sampai
Berfungsi
Baik
(Penyediaan
Jasa
kebersihan
Kantor) dan
Peralatan
Kerja yang
Terpelihara

12
bulan

SET
WAN

358.000.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah
Waktu
Pemeliharaa
n Gedung
Kantor
sampai
Berfungsi
Baik

12
bulan

SET
WAN

400.000.000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

jumlah
Layanan
Keuangan
dan
Kesejahte
raan
DPRD

14
bulan

SET
WAN

14 bulan,150
stel, 50 org

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Jumlah
Penyelengga
raan
Administrasi
Keuangan
DPRD

14
bulan

SET
WAN

35.845.541.792

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah
Pakaian
Dinas sesuai
Ketentuan
yang
Tersedia
bagi
Pimpinan
dan Anggota
DPRD

150
stel

SET
WAN

400.000.000
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Jumlah

Pimpinan
dan Anggota
. DPRD yang 50
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Mendapat orang 185.000.000
Pelayanan
General SET
Check Up WAN
Layanan Administrasi DPRD Jumlah 12 bin
Waktu
Layanan
Administra SET 1.000.000.000
si DPRD WAN
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah
Waktu 12
Fasilitasi bulan SET 1.000.000.000
Rapat DPRD WAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 10
doku SET
men WAN 40.405.630.000
Persentas
e
Pelaksana
an tugas
dan
fungsi
Pembentu
kan 60% 7.220.272.000
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
DPRD
yang
terfasilita SET
si WAN
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah
Pembentu
kan
Peraturan
Daerah (11?Jku
dan 7.220.272.000
men
Peraturan
DPRD
terfasilitas SET
i WAN
Jumlah
dokumen 2
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Program doku SET 900.000.000
men
Rancangan WAN
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Perda yang

Dibahas
Jumlah
dokumen 4
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda doku 4.000.000.000
yang men SET
Dibahas WAN
Jumlah
dokumen 4
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik ﬁizléi?nik doku 2.320.272.000
men
yang SET
Disusun WAN
Persentase 90%
Pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Pembahasan 5.838.788.000
Kebijakan
Anggaran
yang SET
terfasilitasi WAN
Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah 6
dokumen doku
Kebijakan men
Anggaran SET 5.838.788.000
dibahas WAN
Jumlah
dokumen 1
Pembahasan KUA dan PPAS KUA dan doku 1.118.408.000
PPAS yang men SET
dibahas WAN
Jumlah
Dokumen
KUPA dan 1
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS PPAS doku 1.118.024.000
Perubahan men SET
yang dibahas WAN
Jumlah
Pembahasan APBD Dokumen 3 ki 1.118.408.000
embahasan APBD yang mc;nu SET .118.408.
Dibahas WAN
Jumlah
Dokumen
APBD !
Pembahasan APBD Perubahan Perubahan doku 1.118.024.000
yang men SET
Dibahas WAN
Pembahasan Laporan Semester Jumlah 1 SET 247.900.000
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dokumen doku WAN
Laporan men
APBD yang
Dibahas per
Semester
Jumlah
dokumen 1
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD ;ivrt:tr)g?ung doku 1.118.024.000
APBD yang men 1 seT
Dibahas WAN
Persentas | 80%
e 8.168.024.000
Pelaksana
an tugas
dan
fungsi
Pengawas
an
Penyelen
ggaran
Pemerint
ahan
yang
terfasilita SET
si WAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah 288
Pengawas kegiat 8.168.024.000
an an/ 2
Penyeleng doku
garaan men
Pemerinta
han
terfasilitas SET
i WAN
Jumlah
Kegiatan
Urusan
. . - Pemerintaha 48 -
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum n dan kegiat 1.500.000.000
an
Produk
Hukum yang SET
Diawasi WAN
Jumlah
Kegiatan
Urusan 48
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Bidang kegiat 800.000.000
Infrastruktur an
yang SET
Diawasi WAN
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Jumlah

Kegiatan
Urusan
Pemerintaha 48
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat n Bidang kegiat 1.500.000.000
Kesejahteraa an
n Rakyat
yang SET
Diawasi WAN
Jumlah
Kegiatan
Urusan
. . . Pemerintaha 48 .
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian n Bidang kegiat 750.000.000
Perekonomia an
nyang SET
Diawasi WAN
Jumlah
Kegiatan
Urusan
Pemerintaha 48
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam n Bidang kegiat 800.000.000
Sumber an
Daya Alam
yang SET
Diawasi WAN
Jumlah
dokumen
. . - - Temuan 1
Pengawasan Tlndak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK dan doku 400.000.000
Badan Pemeriksa Keuangan
Rekomendas men
i BPK yang SET
Diawasi WAN
Jumlah
Kegiatan 48
Pengawasan Penggunaan Anggaran atau Proyek kegiat 1.300.000.000
APBD yang an SET
Diawasi WAN
Jumlah 1
. Laporan
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah LKPJ yang rrfnoeknu SET 1.118.024.000
Dibahas WAN
Persentas | 90% 19.178.546.000
e
Pemenuh
an Hak
dan
Kewajiba
n DPRD SET
sesuai WAN
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Peraturan

Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah 6 keg, 5.175.000.000
Peningkat 12
an bin,
Kapasitas 10
DPRD pakar
terfasilitas , 70
i tenag
a ahli,
1
doku SET
men WAN
Jumlah
Bimbingan
Teknis 6
Bimbingan Teknis DPRD S'mp'“a” kegiat 3.000.000.000
an Anggota an
DPRD yang
Dilaksanaka SET
n WAN
Jumlah
Waktu
Publikasi 12
Publikasi dan Dokumentasi Dewan dan bulan 700.000.000
Dokumentas
iyang SET
Diterbitkan WAN
Jumlah
Kelompok
. . . Pakar dan 10
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Tim Ahli Orang 100.000.000
yang SET
Disediakan WAN
Jumlah
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ;f:lfs?i:nhg“ Z?ang ser | 175000000
Disediakan WAN
Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah
dokumen 1
Program
Kerja DPRD ?nc;I;u 1.200.000.000
yang SET
Disusun WAN
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah 1 .720.750.000
kegiatan doku
Penyerapa men,
ndan 3
Penghimp kegiat | SET
unan an WAN
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Aspirasi

Masyarak
at
terfasilitas
i
Jumlah
Dokumen
L Pokok !
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pikiran doku 50.000.000
DPRD yang men 1 seT
tersusun WAN
Jumlah 3
Pelaksanaan Reses kegiatan kegiat | SET 2.670.750.000
reses terseda an WAN
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah 48
Pelaksana kegiat
an dan an
Pengawas
an Kode
Etik 654.800.000
DPRD
terfasilitas SET
i WAN
Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah 48
pengawasan .
Kode Etik ;eglat SET 654.800.000
DPRD WAN
Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah 144 10.627.996.000
Pelaksana keg, 1
an dan doku
Pengawas men
an Kode
Etik
DPRD
terfasilitas SET
i WAN
Jumlah
Koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi Pelak Tugas DPRD dKa‘?”S“"aSi f<8 iat 5.000.000.000
oordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan anegla .000.000.
Tugas
DPRD SET
terfasilitasi WAN
Jumlah
dokumen
I Laporan !
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kinerja doku 1.118.024.000
DPRD yang men 1 set
Tersusun WAN
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Jumlah
Pelaksanaan

48
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah ;gg?sus kegiat 1.800.000.000
yang an SET
Terfasilitasi WAN
Jumlah
Tugas 48
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Pimpinan kegiat 2.709.972.000
DPRD yang an SET
Terfasilitasi WAN
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BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
ini merupakan serangkaian kerangka kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran
sesuai tujuan dan sasaran Renstra SKPD yang terbagi dalam 2 Program, 15
Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Salah satu komponen dari siklus akuntabilitas
kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, dengan
tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun
2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pejabat/Staf dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan terarah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung terwujudnya

penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 yang
selanjutnya ditetapkan Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

~__SEKRETARIS DPRD
KAB{U‘E{A}TEN MOJOKERTO

MARDIASIH, SH, MH
Pembina Tingkat |
NIP.196404051997032002
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